1

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
	Berdasarkan pembahasan atas perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian hukum ini, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantara adalah:    
1. Penerapan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (‘adl wa tawazun) dalam perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan PERATURAN BANK INDONESIA NO: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia NO: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah  yang mana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa  Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dan pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram. Dalam hal ini prinsip keadilan dan keseimbangan  belum terpenuhi. 
2. Akibat hukum tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) dalam perjanjian pembiayaan mudharabah Pada perjanjian pembiayaan mudharabah Bank x tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai sebab yang halal, dalam perjanjian pembiayaan mudharabah sebab tersebut menjadi sebab yang tidak halal karena berlawanan dengan Peraturan Bank Indonesia No: 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia No: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan jasa perbankan, bank wajib memenuhi prinsip syariah salah satunya adalah prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun). Sehingga perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut batal demi hukum.
B. SARAN
1.   Bagi OJK
		Otoritas jasa keuangan disarankan  untuk meningkatkan pengawasan khususnya pengawasan mengenai bentuk konkritisasi perjanjian pembiayaan mudharabah guna mengawasi industri keuangan yang sehat khususnya perbankan syariah.karena pada dasarnya OJK berfungsi untuk mengawasi seluruh sektor perbankan dan non bank serta jasa keuangan lainnya agar teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2.  Bagi DSN dan DPS
Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas syariah Disarankan untuk meningkatkan pangawasan dalam produk produk perbankan syariah salah satunya perjanjian pembiayaan mudharabah terkait dengan kewenangannya dalam rangka memastikan kesesuaian antara produk jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.

3. Bagi Perbankan syariah
Perbankan Syariah disarankan untuk melaksanakan/memenuhi prinsip dalam hukum islam salah satunya prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun) didalam perjanjian pembiayaan mudharabah tersebut. Karena hal ini sudah ditetapkan dalam PERATURAN BANK INDONESIA NO: 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia NO: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah  yang mana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa  Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dan pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi prinsip syariah. Salah satunya yaitu Prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun).
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